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Abstrak

Sangat penting untuk melindungi masyarakat Pulau Rempang dari dampak
relokasi paksa yang disebabkan oleh proyek pembangunan Rempang Eco City.
Orang-orang yang telah lama tinggal di pulau ini berhak untuk melindungi
kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi mereka dari segala bentuk ancaman
terhadap hak-hak dasar mereka. Perlindungan hukum bersifat represif dalam situasi
ini. Sesuai dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dalam Undang-Undang
Dasar 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 281 ayat (1), pemerintah
memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi hak-hak masyarakat tersebut.
Hak-hak ini mencakup hak untuk tempat tinggal dan kehidupan yang aman tanpa
ancaman relokasi paksa. Selain itu, Pasal 9 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia melindungi hak setiap orang untuk hidup dalam kedamaian dan
aman, yang dapat dilanggar oleh praktik relokasi yang tidak adil.

Pemerintah dalam hal ini harus memberikan ruang bagi masyarakat adat
untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada
kehidupan mereka serta melindungi nilai-nilai budaya dan tradisi mereka yang telah
berkembang selama berabad-abad. Pemerintah juga harus memastikan bahwa
proses relokasi dilakukan dengan musyawarah yang melibatkan masyarakat adat
serta memberikan kompensasi yang adil dan sesuai dengan hak-hak mereka.
Menurut teori hukum murni Hans Kelsen, pemerintah harus bertindak sesuai
dengan peraturan yang berlaku dan memastikan bahwa kebijakan yang dibuat
memenuhi prinsip keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat adat yang terkena
dampak. Agar pertumbuhan berkelanjutan dapat dicapai tanpa mengorbankan hak-
hak masyarakat adat, kebijakan pembangunan yang melibatkan masyarakat adat
harus mempertimbangkan aspek hukum, sosial, dan moral.

Kata Kunci: Pulau Rempang, Mayarakat, Eco City, Relokasi, Hak Asasi Manusia.



Abstract

It is crucial to protect the people of Rempang Island from the impacts of
forced relocation caused by the development project of Rempang Eco City. The
residents who have long lived on this island have the right to protect their social,
cultural, and economic lives from any threats to their fundamental rights. Legal
protection is of a repressive nature in this situation. In accordance with the
principles of human rights protection in the 1945 Constitution, especially Article
28D paragraph (1) and Article 281 paragraph (1), the government has a significant
responsibility to protect the rights of these people. These rights include the right to
housing and a safe life free from the threat of forced relocation. Furthermore,
Article 9 of Law No. 39 of 1999 on Human Rights protects the right of every person
to live in peace and safety, which can be violated by unjust relocation practices.

In this case, the government must provide space for indigenous people to
participate in decision-making processes that impact their lives and protect the
cultural values and traditions that have developed over centuries. The government
must also ensure that the relocation process is conducted through deliberation
involving the indigenous people and provides fair compensation that aligns with
their rights. According to Hans Kelsen's pure theory of law, the government must
act in accordance with the applicable regulations and ensure that policies created
uphold the principles of justice and welfare for the affected indigenous
communities. To achieve sustainable growth without sacrificing the rights of
indigenous people, development policies involving indigenous communities must
consider legal, social, and moral aspects.

Keywords: Rempang Island, Community, Eco City, Relocation, Human Rights.
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